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TENTARG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 4 TAHUN 2011

TEHTAIIG PEHBEHWH LEMBAGAW FUBLIK
LOKAL RADIO SWARA KAMPAR DAN KAMPAR TELEVISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mentntbang |

Mengingat

BUPATI KAMPAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Fasal 22 ayat (3) dan
Pasal 31 syat (5) Peraturan Dacrah Kabupaten Kampar Namor
4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal Radic Swara Kamper dan Kamper Televisi, pert
ménttapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pereturan Gaerah Kabupaten Kemper Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio

1.

pwara Kampar dan Kemper Televisi;

Undeng-Undang Nomor Tahun 1955 tentang
Pembentukan Gaerah Oteonom Kabupaten dalam Linginingan
Daerah FProvinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomar 36 Tahun 1999 ~~ tentang
Telekomunikesi {Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 1999 Nomer 154, Tambahat: Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3681);

- Undang-Undang Nemer 40 Tahun 1999 tentang Pera3.
(L¢mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
166, Tambehan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undeng Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penviaran [
Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

aoa"
4.

i399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4252);



SB Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaka:r Elektromk ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomer 38, Tambsahan Lembearean

Negara Republik Indonesia Nomor 4443), Schagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Ayat Undanp-Undang Normor 11 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Repoubbk Indoncsia
Nomor 5952},

6. Undang-Undang WNoamor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomeor 61, Tambehan Lemberan
Neeara Republik Indonesia Moamer 4826);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan
Publik (Lemberan Negara Republik Incdenesia Tahun 2004
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nontoc S07 Lp:

B. Undeng-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerinteah
Dacreh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tarnbehan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S587 sebageimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perudehan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggoraan Telekomumkasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomar 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor
a980),

10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4485)

11.Pératuran Pemerintah Nomer 61 tahun 2010 tentang
Pelakeanaan Undang-Undang Nemor id tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomeor 09, Tambahan Lembaran
negara Republik Indonesia Nomor 5149);

i2.Peraturan Pemerintah Neamer 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milk Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Noemor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor petri] i

13. Peraturan Menten Delam Negeri Nomor 80 Tahun 2515
Tentang FPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indotesia Tahun 2015 Nomor 2036 };



Menetapkan :

14,

iS.

Peraturan Menter) Palam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Penegrlolaan Pelayanan [nformasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah (Berita Negare Republik Indenesia Tahun 2017
MNomer 157);

Peraturan Deerah Kabupaten Kampar Nomor4 Tahun 20171

tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal
Radia Swara Kampar dan Kampar Téleviai (Lembaran Daerah
Kabupaten Kamper Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUBEAR:
PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUR PELAHSANAAN
PERATURAN DAERAH KARBIFATEN KAMPAR NOMOR 4
TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAK LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIA LOHAL RADIO SWARA KAMPAR DAN
EAHPAR TELEUIEI

BAB |

KETENTUAN LIMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Lo.

11,

. Daerah adalah Kabupaten Kampar.

.Pemerintah Daerah adainh Pemerintah Kabupaten Kampar.
. Bupad adalah Bupati Kampar.
| Wakil Bupati adalah Waid] Bupati Kampar.
. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjuinys
isingkat DPRD adelah Dewan Perwakiian Rakyat Daerah
Kabupaten Kampar.
.Sekretariat Daerah adalah Sekretacdat Daerah Kabupaten6
Karmpar.
_Sekretari¢ Daerah adalah Sekretarie Daerah Kabupatenrs

Kampar,
-Perangkat Daerah adalah unsur pembanr Bupad dana.
DPRD daiam penyelenggaraan Wrusan Pemerintahan yane
menjadi kewenangan Daerah.
.Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalahDinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten
Kampar
Lembega Penyiaran Publik Lokal yang sclanjuinya disebut
LPP Lokal adalah Lembage Penyiaran berbentuk badan
hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah,
menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan/ateu
penyiaren televisi, bersifat independen, netral, tdak
kemersil, dan berfungsi memberikan Jayanan untuk
kcpenlingan masyarakat.
Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Katipar yang
disingkat LPP Lokal adalah Radic Swara Kampar.



12, Dewan Pengewas adatah Organ Lembaga Penyiaran Publik
Lokal yang berfungsi mewakili masyaral, pemerintah, dan
unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan
Tugeas pengawesan untuk mefeapal tujuan Cembaga
Penyiaran Publ Lokai.

13. Dewan Direksi adalah Unsur Pimpinan Lembaga Penyiaran
Publik Lokal yang berwenang dan Bertangeung jawab atas
Pengelolaan Lembagea Penyiaran Pubhk Lokal.

14. Programa adalah Kegiaten Penyelenggaraan siaran yang
berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan
kepada khalayak di Kabupaten Kampar dengan
mengetinakan spektrum frekuensi.

1S. luran penyiaran adalah sejurnlah wang yang dibayerkan
dleh masyarakat kepada negara, sebagai wujud pemn serta
masyurakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan
dipertanggungawabkan Secare periodik kepada
masyaraket.

16. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk
suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang
berbenrak prafis, karakter, baik yang hersilat interaktif
mauptin tidak, yang dapat diterima melalui perangkat

17. Siaran Jokal adalah siaran yang ditujukan untuk
masyarakat di wilayah jangkeuan siar LPP Lokal
Rabupaten Kanna,

18. Klasifikasi Acara Siaran adalah pengelompokan acara
siaran betdasarkan isi siaran yang dikaitkan dengan usia
dan khaleyak siaran.

19, Penyiaran adalah kegintan pemancartieser siaran melalui
BErena transmis di darat, di laut, atau di antarikaa dengan
mengeunakan spektrum frekucnsi melalui udara, kabet
dan/atzu media lainnya untuk dapat diterima secara
strentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan
perangkeat penerima siaran.

420. Penyieran adalah media kormunikasi massa dengar, yang
menyalurkan gagesan dan informasi dalam bentuk suara
Becara urmum dan terbuka, berupa program yang teratur
dan berkesinambungen.

2i.Siaran iklan adslah aiaran infocmasi yang bersifat
komersial dan layanan masyarakat teniatge tersedianya
jasa, barang, dan gapasan yang dapat dimanfastkan oleh
khalayak dengen atau tanpa imbalan kepada lembaga
penylaran yang beraangkutar,

#2, fiaran iklen niags adalah siaran iklan komersial Varigdisiarkan melalui penyiaran radia Swara Kampar dengan
tyjuan memperkenalkan, memasyarakeatkan, dan/atau
Mempromcciian barang atau jasa kepada khalayalk
sasaran =ountuk =«ormempengaruhi konsumen agar
menggzunekan produk yang ditawerkan.



23.051ran iklan layanan mwasyarakeat adalah siaran iklan
nonkomersial yang disiatkan melalui petylaran radio
dengan tujuan memperkenalkan, memasyerakatken,
dan/satau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuren,
dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk
mempengaruni khalayek agar berbual dan/atau bertingkah
laku sesuai dengan pesan iklan teracbut.

24. Spektrum ([rekuena adalah pelombang elekiromagnettk
yang dipergunekan untuk penyiaran dan merambat di
udara serta ruang angkasa tanpa sarena penghantar
buatan, merupakan ranah publik dan sumber days alam
terbates.

25. Gtasnn pemancar adalah tempat beradanya perangkat
tranamisi penyiaran yang berfungsi untuk
memeancarluaskan sianan tadia.

26. Sistem penylaran nasional adalah tatanan penyelenpparaan
penyiaran nasionsal berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku menujy tercapainya
asaa, fijuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai
upaya mewujudkan cita-cita nagionsl sebagasimana
tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2? Komisi Penylaran Indonesia adalah lembage negara yang
Dersifat independen yang ada di puseat dan di dacreh yang
tugas dan wewensnanya diatur dalam Undang- Undang
sehagai wijud peran scrta masyarekat di bidang penyisran.

#8. [zin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang dibenikan
deh fegara kepada lembage penyiaran untuk
menyclenggaraken penyiaran.

BAB II
ORGANIEASI
Bagian Kesatu

Slsunan Organisasi

Pasa 2
Sugunan Organisasi LPP Lokal Radio Swara Kampar terdirj
dari:
a. Dewan Pengawas:
b. Dewan Direksi;:
c 1 (satu) orang Kepale Stasiun Penytiaran Radio Swara
Kampar.

Baan Keditea
Dewan Peneaws3

Pasal 3
Dewan Pengawas mempunyal fUgAS:
#. menetapkan kebijakan urmum, rencana induk, kebiakan

penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan
Ppengetubangan keicmbagaan den sumber daya, serta
mengeawasi pelaksaoaan kebijakan tersebut sesuai denganarah dan tujuan penyiaren pada Radio Swara Kampar;



b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan angpgaran serta
independcns dan netralitas sigran;

c. Mmelakukan ujfi kelayakan dan kepatitan secara terbuka
terhadap calon anggota direkei,

d. mengangkat dan memberhentikan anggota dewan direkai;
c. menctapakan salah secrang anggote dewan direksi sebagai
direktur uteama:

f. meneiapkan penbagian tugas setiap dircktur;
melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan
DPRD

EL

Pasal 4
(1) Dewan Pengewas Radic Swara Kampar berjumlah sebanyak

3 jtiga) orang, | (satu) orang ditetapkan menjadi Ketua
Dewan Pengewas berdasarkan rapat anggota Dewan
Pengawas,

2] Masa Kena Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan
dapat dipilih kembah untuk lisatu} kali masa kerja
benkutnya,

{3} Dewan Pengawas terdiri atas wneur LPP Lokal Radio Swara
Kamper, masyarekat, dan Pemerintah Daerah.

(4) bewan Pengawaa yang berasal dari unsur Pemerintah
Daerah stbagaimans terscbut peda ayat (3) ditunjuk oleh
Bupati dari Organisasi Perangket Daerah Fao Mempunyai
Hgas dan fungsi wusan kemunikasi dan informatilka.

(hj Dewan Pengawas sebagaimana tererbut pada ayai {1}
ditetapkan oleh Bupati atas usu] DPRD Kabupaten Kamparstielah melalui Uji Kepatuten dan Kelayakan secara
terbuka atas masukan dari Permecinigh Deerah dan /atay
Masyarakat.

Paragraf1
Perayaratan Calon Dewan Penpawas

Pasal 5
Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas dari unsur
LPP Lokal Radio Swara Kampar dan wneur Masyarakat harus
memetiht persyaratan sebagai berikut:
& Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga Negara Indonesia yang Berdomisili di

Kabupaten Ksitnpar:
¢. Sekurang-kurangnya berpendidiken Sarjana (S-1),dibuktikan dengan foto copy ljazah yang dilegalisiraich pejabat yang berwenang:
dq. Sechat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan

EUrak keterangan sehat jasmani dan rohani dan
Rumah Sakit Pemenntah atau Puskeamas di
Kabupaten Kampar,

¢. Gerkelakuen baik yang dibvittikan dengan surat
keterangen dari Kepolisian sthempat:



fo Mempunyai pengalaman dibidang pengelolaan radig
maupun lembaga penylearan miminel 3 [tiga} tahun
yank dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang
dikeluarkan oleh Letibaga yang bersangkutan;

& Tidak scdang menjabat, memiliki stan mengelola
lembapa penviaran lain yang dibukiiken dengan surat
pernyataan bermaterai cukup; dan

h. Tidak memilikt tkatan dengan lembage penyisran fain
yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermateraj
cukup.

Pasal6
(1) Untukmmelakeanakan seleksi administrasi cajon

Dewan Pengawas, GBupai membentuk Tim Seleksi
yang terdiri dari perangkat dacrah terksit dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupeti.

{2} Tugas Tim Seleksi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

&. membiat pengumuman dan mengumumkan
penerimaan calon Dewan Penpawas:

b. iiencrima dan menampung berkas kelengkapan
persyaratan administrasi:

c. melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan
persyaretan administrasi:

qd. melakukan uji kepetuten dan Kelayakan secara
terbuke atas masulan dar DPRD dan InBSyatamat;

e. menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan
administra) colon Anggota Dewan Pengawas yang
lofos seleksi administrasi kepada DPRD;

|. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan
kepatia Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pendalteran dan Seleksi Calon Dewan Pengawes

Pasal T
Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah
sebagai berikut:
a. Mengajukan suret permohonan untuk mengilauti selekai

talon Dewan Pengawas dilengkapi dengan:
b. Visi, misi, program dan rencana kegiatan sebagai Dewan

Pengeawaes:
}] Daftar riwayat hidup:
4) Pas fote terbaru berwarne dengan wame dasar

merah, ukuran 4% 6 cm sehanyak 2 (dua) jembar, dan
3) Mengisi fonmulir pendaftaran dan surat Pemyataan

yang telah disediakan oleh Tum Seleksi calon Dewan
Pengawas LPP Lokal Radic Swara Kampar,

¢. Pendaltaran tidak dapat diwaldlkan.



Pasal&
(1) Seleksi calon Dewan Pengawas dilaksanakan dengan 2

(dae) tabapratt:

b.
Selekel administrasi; dan
Uji Kepatutan den kelayakan.

i2) Selekei admimistrasi sebagaimana diuneksud pada ayat
{1] hurl a diisksanakan oleh Tim Seieksi calon Dewan
Perngewas dengan:
=,

kb.

c.
d.

Kfeneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan
administrasi dari calon peserte;
meélaperkan hasil séléks1 admimistrasi kepada Bupat
untuk selanjutnya ditetapkan calon Dewan Pengawas
yang Iclos seleksi administrasi;
menyusun berita acara hasil seleksi administrasi; dan
menyampaikan calon Dewan Pengawas yang
lolos seleksi administrasi kepada DFRD.

{3) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} khuruf 6 dilaksanakan oleh DPRD
dengan:
a. Uji kepatutan dan kelayakan yang meliputi

kewibawaan, ptngalamen, wewasan dan pemaparan
visi, miai dan program kerja yang digarnpaikan oleh
talon Dewan Pengawas:
menyusun berita atera hasil wii kepatutan
dan kelayakan untuk disampailan kepada Bupat;
berdagarkan berita acara sebagaimana dimaksud
pada huruf b Bupati menetapkan 3 ftiga) orang
sebagai Dewan Pengawas berpilth.

Pass] 9
(1) Dewan Pengawas sebagsimana dimakatid pada Pasal 2

huruf a diberikan penghasilan bertipa honorarium.
(2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana

dimeksud pada ayat {1} disesuaikan dengan kemampuan
Keveangan Daerah.

(1)
Paaal 10

Angeota Dewan Pengawes berhent atau diberhentikan
oleh Bupati Karena:

So
n

o

Meninggal dunia;
Mengiundurkan diri:
Masa fabatannya berakhir;
Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
Tidak meclaksanakan ketcntuan pératuran
perundang-lndangean yang berkaknu;
Terlibat dalam tindaltan yang merogikan LPP Lokal
Radic Swara Kampar,
Dipidana karena meiakukan tindsk pidana
berdasarkean putisen pengadilan diatas 2 (dus}
tahun yang telah mecmperoleh kekuatan huloom
telap: dan

51



h. Tidak lagi dapat memenuhi persyaratan seperti
dimakeud pasal §,

{2} Keputtusan pemberhentian sebagaimana dimakeud dalam
huruf 4d, nuruf e, dan hurul Ff, ditetapkan sctelah yang
bersangkutan diberi kcsempatan membela din.

(3) Pembelaan diri sebagsiman dimakeud pada ayat {2}
dilakukan secara tertulis dalam janpka wakty | (sary)
Dulan terhitung sejak anggota dewan pengawas yang
bersangkutan thberitahu secara teriulis tentang rencana
pemberhentian tereebut.

(4) Gelama rencana pemberhentian sebagaimen dimaksud
pada ayat (3) masih dalam proses, anggota dewan
pengawas yang bersangkuttan diberi kesempatan membela
diri.

(5) Tika dalam jangka wakta 2 {dua} bulan terhitung sejak
tanggel penyampaian pembclaan diri schagaimana
dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak menberikan
rekomendasi pemberhentian kepada bupati, demi huluumn
rencana pemberhentian tersebut batal,

{6} Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir
dengan dikeluarkannya keputiean pemberhentian oleh
bupeti.

(7] Jika anggota Dewan Pengswes berhenti atau
diberhentikan, Bupati dapat menunjok Pengganti antarwaktu Dewan Pengawas

Bagian ketiga
Dewan Direksi

Pasal 11
(1} Anggota Dewan Direksi Radio Sware Kampar berpirnlah 3

{tiga} orang, diangkat dan ditetapkan oleh Dewan
Pengawaa.

(2) Angpota Dewan Birekai scbaguimana tersebut ayat {1}depat beragal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan PezawaiNegeri Sipil sesuai peraturan penindang-undanganberleint, ms
(3) Dewan Direksi memiliki kompetensi di bidang Penyiarats.(4) Masa Kerja Dewan Direkai selama 5 {lima} tahun dandapat dipilit kembali untut 1 (satu) kah masa kerjaberkuinya.
[Si Dewan Direks! sebegumana dimaksud pada ayat {1terdin dari

Direktur
Utama den bantu 2 (dual oran

|

Pasal 12
1} Direktur sebagaimana dimakeud | 1pada pagal 1] ayat [5)

Bireicour Administrasi: danb. Ditrektor Maran,



(2) Direktur Administtast s¢bagsimana dimaksud pada ayat
(1) Wucufa membawahi:
BR. Penangetngewab Bidang Administrasi, Unum dan

Perlengkapan
b. Penangzungewab Bidang Keuangan; dan
c. Penanggungjawab Bideng Usaha dan Kenqasema.

(3) Direktur Siaran sebageimans cdimaksud pada ayat (1)
huruf b membawahiz
a. Penangeungjawab Bidang Program Siaran;
b. Penanggungiawat Bidang Pembentaan; dan
c. Penangrungiawab Bidane Telouk.

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Dewan Direksi

Pasal 13

Dewan Direksi mempunyai tugas:
a.

{1}

{2}

Melaksanakan kebyakean yang ditctapakan oleh dewan
pengawas yang melipub kebijakan ulum, rencana indik,
kebijakan penylaran, rencana kerja dan anpearan
tahvinan, serta kebieakan pengembangan kelembagaan
dan aumber daya pada Radio Sware Kampar;
Mermnimnpimn dan tnengélola LPP Lokal aceudi dengan tujuan
dan setiantiaga Detusaha menineketkan daya guna dan
Hagil muna;
Menetapkan ketentuen teknis pelaksanaan cperasicnal
lembagza dan operasional penviaren:
Mengadakan dan memelihara pembukuan serta

scsLiar dengen poraturan yang berlaku;
Memoiapkan laporan tahunan dan laporan berkala:
Membuat [sporan keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaknu;

Pasal 14
Direktur Utama sebagaimana dimakeud pada Pasal i1
avat (5) bertugas melaksanakan pengelolaan Radic Swara
Harnpar dikidang admuustrasi dan siaran,
Dalam «mtlaksinakean tugas sebsgaimana dimaksud
pada ayal [1), Durektur Utama memoliki fingsi:
4. penyusunan rencana kebijakan pengembangan LPP

Lokal Radio Swaera Kampar;
b. penyusunan viel, misi dan tujuan penyelangearaan

LPP Lokal Radio Swera Kampar;:
c. pemimpin dan pengelola LPP Lokal Radin Swara

Kampar;
d. penetapan ketentuan teknis pelakaanaan operasional

LPP Lokal Kadio Swara Kemper dan operasionai
S1EMHT1}

e. penyclongeara dan pemimpin rapet evaluasi
pPenyclenggaraan siaran LPP Lokal Radio Swara
Hanmipar:



i. pelaksena pembinaan penyelenggaraan program
dan siaran LPP Lokal Race Surara Kampar:

gf. penyelengpara koordinasr pemimuUsen perabiran
perundang-undangan dan pembinaan hulosn yang
Toenyangkul tugas LPP Lokal Rade Swara Kampar:
dan

hh. pengoordinasian jalman kerjasama dengan pemenniah
dan mazyarakat.

Pagal 15
(1) Direktur Administrasi stiwigeimana dintiaksiid paca

Pasal 12 avyat (1) huruf a bertuges:
a. menyusun Rencana umum hbidang administrasi

jangka pendek dan jengka panjang LPP Lokal Radia
ware Kampar:

b. menyusun kebutuhan administrasi lembaga, program
dan siaran;

Cc. menyusun angearan dan helanja LPP Lokal Radio
Swara Kampar;:

d. melaksanakan koordinasi dengan achuruh
Penangrungjiewab bidang berkenaan dengan
Benyusunan administrasi angwaran dan belanja LPP
Lakal Radio Swarea Kempar; dan

¢ mengkoordinasixan Penyusiinan laporan
pertanggungawaban administrasi dan pengeloiaan
anggaran dian belanja LPP Lokal Radio Swara
Kaimpar,

{2} Direktur Siaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12
ayat (1) huruf b bertugas:a Tencana UMM program dan siaran

jangka pendek dan jangka panjane LPP Lokal Radie
Swara Kearripar;

b. menyusun rencana anggaran dan belanja program
dan siaran LPP Lokal Radio Sware Kampar:

t.
mengkoordinir Penangkungjawab bidang program
siarati dalam menyusun fadwal siaran dan
Program siaran;

gd. mengkoordinir Ppenangeungiawab indang
pemberitaan untuk siaran yang bersifat live
report, head line news maupun press release;

EF, mengkoordinir penangpungjawab bidange tekik
dalam pengacdasn, Pengeunaan serta pemeliharaan
Perangkat tekinmik siaran: dan

f£ meéngkoordinir pengciclaan Teknolad Informatika.

Parzegral 2
Fersyaratan Calon Ditcktur

Pasal 14
Untuk dapat dipilih scbagai Direktur hanis ThemenuhiPersyaratan sebagai beriloat :



a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
h, Warga Mera re Indonesia yang betdormisili di

Kabupaten Keutipeu;
¢. Berpendidikan minimal Sarjana (S-1), dibuknkan

dengan [cto copy ijazah yang dilegalisir oleh pefabal
yang berwenang;

d. Bagi calon Dhrektur yang tudak berstatus sebegai
Pegewal Megen Sipll, harus mempunyai pengalaman kerja
Tinimal 3 (tiga) tahun dibideang penviaran yang
dibuktikan dengan surat keterangen pengalaman kerja
yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersanglutan;

e. bagi caion Direktur yang berstatus sehagai Pegawai
Negeri Sipil, minimal mempunyai pangkat/solongan ruang
Penata (lfc) dan harus mendapatkan izin tertulis dari
Sckretaris Daerah:

.. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat siruktural di
lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar, bukan
anggota jegslatif, yudikatif dan pengurua partai politike
yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermatersi
cukup, kecuali jabatan Direktur sementara dapat dijabat
oleh Kenpela Bias Komunikasi Informatika dan
Persandian Kabupaten Kampar;
Schat jasmant dan rohani yang dibulctkan dengan
surat keterangan seheat jasmani dan rohani dari
Rumah Sakit Pemerintah aba Puskearnas di
Kabupaten Kampar;

h. Memilki kecakapan manajerial, jujur, adi dan
berkelakuan dak tercela yang dibuktikan dcngan :

1] Surat permyataan bermaterai cup yang menyatekan
BENRRp menjadi pimpinan LPP Lokal Radio Swara
Kampar dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujurdan adil;

2) tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiatanlain yang dibutletiikan dengan surat permyataanbermaterei cukup.
i. Herkelakwan baik Yang dibuktikan dengan surat

keterangean dari Kepolisian selempat,

Paragral 3
Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Direktur

Pasal 1¥
Fats cara pendaltaran calon Birektur sebagai berikue ;
& Calon Direktur harus hadir Becara pribadi untukmendaftatkan diri sebagai calon Direktur kepadaDewan Pengawes melalui dinas Komunikes!, Informatikadan Persancian Kab. Kampar;b. Calon Direktur mengajlian permohenan untukTenglcuti seleksi calon Girektur dilengkapi dengars:

1) visi, misi, program dan Tencana kegialan sebagaiDirektur;
4] daftar riwayat hidup,



3] pas foto terbaru berwama dengan wama dasar
hiry, wkoran + AO em sebanyak 2 [dial lembar.

¢. Mengisi formulr pendeltaran dan surat permyataan yang
telah disediakan oleh Pinas Komunikasi, Informatika
dan Fersandian Kab, Kampar.

Pasal 18
Tata Cara s¢leksi calon Direktur adalah sebagai benkut:
a. Seleksi administrasi dilakukan terbadap kelengkepan

dan kebrnaran persyaratan sebagaimana dimaksuod dalam
Pasal 1lé:

b. Bagi calon Dirtktur yang lulus sckksi administrasi,
berhak mengikua uji kepamtan dan kelayakan yang
dilaksanakan olch Dewan Pengawas;

c. Berdesarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan
Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi calon
Tarektur LPP Lokal Radio Swara Kampar.

Pagal 19
(1) Berdasarkan Berita Acara hesil seleksi Calon Direktgr

Bebagaimeana dimaksud delam Pesal 12 hurvf c,
Dewan Pengawes menerbitkan Keputuean tentang
Pengangkatan Direktur LPP Lokal Radic Swara Kampar
dengan masa kerja 5 flimaj tahun.

(2) Keputusan Pengunpkatan Direktur s¢bagaimane
dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan Palinglambat 30 ftiga puluhj hari aejek Derita acara selekai
ditandatangani.

Pasal 20
(1) Dewan Direksi sebegaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf

b diberikan penphasilen berupa honorarium.
(2) Besarnya honorarium Dewan Direksi sebagaimanadunakeud peda ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan

Reuangan Daerah.

Pasai 2!
(1) Anggota Dewan Direksi berhenti karena:

4a. Meninggal dunia;
b. Mengundurkan diri:
©. Berhalangan tetap: dan
d. Masa jabatan berakhtr;

{2} Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan eebeiLumhabits tiasa Jabatannya oleh Dewan Pengawas apabila:a. Tidak meleksanakan ketentuan Perindang-undanganyang berlaku:
b. Terlibat dalam tindakean Yang merugikan iembaga:c. Dipidane karena melakukan tindalk pidanaberdasarkan putusan Bengeadilan yang telah

Mctoperolch kekustan huloum tetap, dan4. Tidak lagi memenwhi
AwaimPersyaratan b

dimaksud dalam pasal 16.
= a



{3} Sebehom keputuaan pemiericntan ditetapkan
sehapaimeana dimaksud pada ayac (2) huorula dan hurulb,
yang bersangkutan diberi kesempatan membela dir.

(4) Pembelaan din sebagaimana dimaksud pada ayeat {3}
dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 featu}
bujan ferhitung s¢jak angeota Dewan Direksi yang
bersangkutan diberitahy secara tertulis oleh Dewan
Petigawas tentang rencana pemberhentian tersebut.

{3} Stlama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) masin dalam proses, angecta Dewan Direksi
yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.,

(a) Jika delam waktu 2 (dua! bulan terhitung sejak tangpal
penyampaan pembelaan dirt sebageamana dimaksud pada
ayal (4) Dewan Pengawes tidak membenkan PUutuBaT
pemberhentian anggota Drwan Direksi tersebut, demi
hukum rencana pemberhentian batat.

(7) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan,Jabatan penggenti antar wakttu diisi sesuai dengankelentiean tentang pengangketan Dewan Direkei.

Pasal 22
Anggota Dewar Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan
di tingkeat penyidiken kerena disangka melakukan tndak
Pidana, diberhentikan acmentara dar jJabatannya dan apabita
dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Pengedilanberkckuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapatmelaksanakan tugesnya kembali pada jabatan yang sama bilaTiana Masa jabatan behum berakhir.

Pagal 23
Apabile angeota Dewan Drreksj berhalangan tidak tetap,
kekosongan jabatan tersebut diisi oleh angeota Dewan Direksi
lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keermpat
Stasiun Penyiaran

Pasa! 24
{1} Stasiun penyiaran adsiah penyelenggara kegiatan

penyiaren Radio Swara Keampar,
(2) Stasiun penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat [1)dipimpin otch | {satu} orang Kepala Stasiun yangkedudukannya berada di bawah dan bertanggune jawabkepada Dewan Direisi.
(3) Dalam pengelolaan Stasiun Penyiaran Radic Swara

Kainpar, Kepale Stasiun Penyiaran dibantu oleh petugas :
Lima orang Penyiar/ Reporter:Sat orang Teknisi;
Batu orang Administrator;
Dua orang penjaga malem {satpam; dan
Satu orang petugas kebersthan.

op



(4) Kepala dan petugas pengelola Stasiun Penviaran Radio
Swera Kampar diictapkan dengan Kepubisan Bupati
Kampar atas uaul Dewar Direksi,

Pasal 25
Stasiun penylaran mempunyai tugas orelaksanakan
penyelenggargan penyiaran LPP Lokal Radic Swara Kampar
sesuai dengan kebijjakan umum ataupun khusus yang
ditetapkan alch Dewan Direksi.

BAB Il
STANDAR DAW TARIP LAYANAN

Bagian Kesatir
Standar Layanan

Pasal 26
(i) Standar pelayanan minimal harus metnpertimbangkan

kualitas Jayanan, pemerataan dan kesetaraan layanan,
biaye serta kemudshan untuk mendapatkan jayanan.

{2} Standar pelayanan minimal harys memenuhi
persyaratan :

fokus pada jenis pelayanan;
bem bears

dapat dicapau:
relevan dan dapat diandalken: dan
iepai waktu.7

ap
om dl

Hagian Kedua
Tarif layanan

Paaal 27
(1) LPP Lokal dapat memungut biaya kepada masyarakat

a¢Gaget Imbelan etas jase layanean yane diberikan,
(2] Imbalan ates jase layanan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dam bentuk tarif layanan yangdisusiin atas dasar perhitungan;
a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
b. azas keadilan dan kepecutan; dan
c. kompetitif.

{3) Besuren tarif leyanan sebagaimana dimaksud ayat (2]
ditetapkan oleh Dircictur atas perettujuan Dewan
Pngewas,

BABE Iy¥

PENGELGLAAN KEUANGAN LPP LOKAL
Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 28
(1) Sumber pembiayaan Radio Swera Kampar tan KamparTeleviel berasal dari;

8. buran penyiaran;



{2}

(3

(4)

(5)

[)

(1)

(2)

3)

b. Anggaran Pendapatan dan Sclanja Daerah Kabupaten
Kamar;

¢, Sumbangan masyarakat,
d. Siaran iklan; dan
e. Usaha lain yang sah yang terknit dengan

peoyelengearmen penyican.
Sumber pembiayaan yang diperdleh dari haram penyiaran
Rebagaimana dimaksud ayeat (1) huorof a yang
diperoleh dari masyarakat atau badan lain merupakan
BuIMmber pembiayaan aperasional LPP Lokal Radia Swara
Kampar,
Sumber Pembiayaan yang diperoleh dari APBD
sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat berbentuk
hibah dan/atau kegiatan pada perangkat daerah terkait
seria diberlairukan sebagai sumber pembiayaan LPP Lakai
Radio Swara Kanipar.
Sumber pembiayaan yang dipercleh dari eumbangen
Tmasvarakal utau badan lain sebagaimana dimaksud ayat
{1} huruf c memuipakan sumber pembiayaan yang bersifat
tidak mengikat,
Sumber pembisyaan yang diperoleh dan hasil
siaran ikian dan keqasama dengan pihak lain dan/atau
seha lain yang sah sebageimana dimaksud ayat (1) huruf
d den @¢ merupakan sumber pembiayaan tag LPP Lokal
Radio Swura Karmpar setelah memenuhi kewajiban pajak
reklamc/iklan scsuai dengan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.
Sumber pembiayaan stbagaimana dimaksud pada ayat
(A), ayat (4) dan ayat (5) dapat dikelola langsung untuk
membiayai belanja LPP Loke!l Radio Swara Kemper scsuéi
Rencana Bisnid dan Anggaran (RBA),

FBagian Kedug
Baya

Pasal 25
Belanja LEP Lokal terdin dari unsur biaya yang sesual
dengan struktur biaya yang dituangkan dalam Renecana
Bisnis dan Anggaran (RGA) definitif.
Pengelolaan biaya LPP Lokal diselenggarakan secara
feksibel berdagarkan kesetaraan antara volume kegiatan
pelsyanan dengan jumlah penpelueran, mengikuti
prekiek bisnis yang sehat-
Ficksibilites pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) ditetapkan dalam Rencana Bisma dan
Anggaran (RGA).



Bapian Ketiga
Perencanaan dan Pengangezaran

Parapraf |

Perencanaan

Paaal 30
(1) LPP Lokal menyusun rencana strategis bismis 5

ima} tahunan dengan mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangke Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Lnfermatikea dan
Persandian Kabupaten Ketnpaer.

(2) LPP Lokal memyusun Rencana Bisnis dan Anggaran {RBA}
tahunan dengan moengacu kepade rencanga stretegis
lisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Rencane Bisnis dan aAnggaran (RBA) sebagaimans
dimaksucd pada ayat (2) disusun berbasis kincya dan
perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanannya.

i4} Rencana Bisnis dan Angesran {RBA} LPP Lokal
disusun berdasarkan kebutuhan dan kemampuan
pendapatan yeng diperkimiken akan diterima dari
sumber pembiaygan sebagaimana dimaksud dalam Pagal
28.

k

Paragraf 2
Peneanpggararn

Pasal 3i
(i) LPP Lokal mermyusun Rencana Bisnis dan Anggaran

{RBA} tahunan yang berpedoman kepada rensira bisnis
LPP Lokal.

(2) Penyusunean Rencana Bisnis dan Anggaran {RBA}
athacgaimans dimakend pada ayat [1), disusun
berdasarken prinsip anggaran berbasia kinerja,
perhitungan akuntansa Maya orenurut jonis leyarnannya.

Paragraf 3
Pelaksanaan Angpgzarart

Pasal 32
(1) Setiap penerimaan dana LPP Lokal harus disetorkan

paling lambat 2 x 24 jam melalui rekening Kas LPP Lokal
dan dilaporken kepada pejabal kcuangan LPP Lokal.

(2) Rekening kas LPP Lokal dibuka oleh Direktur LPP Lokal
pada bank pemerintah.

Bapian Keempat
Pengelolaan Kas

Pasal 33
(1) Transaksat péencomean dan ptngtlueran has yang

dananye bersumber scbagaimana dimakseud dalam Pesal
28 ayat (1) huruf a, c, d dan e dilaksanakan melalui
rekening kas LPP Lokal.



(2) Pengelolaan kas LPP Lokal dilakseanakan herdasarkan
traktek bisnis yang sehat.

(3) Dele pengélolear kas sebageaimana dimakeud pada
ayat {2}, LPP Lokal menvelenggeralcan -

merencanakan penerimaan dan penechiaran kas;
meéelakukan pemungutean pendapatan atau tagihan;
Tnenyingean kas dean mengelola rekening bank; dan
melakukan pembayaran.

A,
b.

Basian Kebina
Investasi

Pasa] 34
(1) LPP Lokal dapat melalrtkan investasi sepanjeng memben

Thanfast bagi peninglatan pendapatan dan peningkaten
pelayanan kepada masyarakat serta Udak menggangeu
likuiditas keuangan LPP Loked.

{2} Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
merupakan investasi jangka pendek,

(3) Investasi jangka panjang harus mendapat persctujuan
Bupati.

[44 Keuntungan yang diperoleh dari investasi jangka pendek
mcrupakan pendepatad LPP Lokal.

(5) Pemanfaatan surplus kas dilekukan sebagai investasi
jangka pendek pada instrumen keuangan dengan rigiko
rendah.

Bagien Keenam
Pengatiaan Barang

Pasal 35
41] Pengadaan barang dan/atau jasa yang bereumber dari

APBD pada LPP Lokal dilaksanakan Ocrdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi pengadsan bareng/jasa
pemerintah.

[2) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan
ponsip efisien, efektif, transperan, bersaing, adil /tidak
diskriminedl, akuntabel dan praktek hianra yang senha

Basian Ketujpah
Pen_gciolaan Barang

Pesal 36
(1} LPP Lokal tidak dapat mengelihkan dan/ateu

mecnghapus asct tetap, kecunli atas persetujuan pejabat
yang bervenan|g,

(4) Kewenangan pengalinan dan/atan penghapusan asset
beta sebagaimana dimaksiud padi Byet {I}
diselengearakan berdaszrkan jenjang ulai dan jens
barang sesuzi dengan ketentuan peraturan perundang-
nnoidangan,



ia) Penggunaen aset tetap untuk kematan yang tidak terkait
langsung dengan tugas pokok dan fungsi LPP Lokal harus
mendapat persétujyuan Dewer Pemgawas.

BAB ¥
ARKUNTANSI, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Abcuntan si

Pasal 37
(L| LPP Lokal tienerapkan sistem informasi mangjemen

keuangen sesuai dengan kebutuhan dan praktek bismis

yang senat,
(2) Setiap transaks: keuangan LFP Lokal haris

diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola
gecara tertib sesuai standar akuntansi kinerja Pemerintah
Bacrah,

Ragian Kedua
Laporan Keuangan dan Pertangeungiawaben

Pasal 35
(1) Laporan kKenangan LPP Lekal meliputi laporan realisasi

anggaren/laporan operasional, meraca, laporan arua
kas, dan catatan atas laporan keuangean, disertei
laporan kinerja.

{2} Laporan keuangan LPP Lokal sebagaimana dimeksud
pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Bupati
melalin Dinas Komunikaai, Informatika dan Persandian
Kabupaten Kampar sesuat dengan kewenangannya.

{2} Laporan keuangan atbagarmena dimaksud pada ayat
(t) disampeikan kepada Eupat melalui Dinas
Komumikasi, Informatika dan Fereandian Kabupaten
Kampar paling lambat ifsatul bulan setelah penode
pelaporan berakhir.

Pasal 39
Logo, Stempel dan Striktur Organisasi LPP DORAL Swara
Kampar sebagaimana terleonpi dan merupakan baman yang
Hdak terpisahkan dalam Peraturan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
EETEHTUHN PERPLIJELEN

Pasal 40
(1) Semua program dan kepiatan LPP Lokal Radio Swara

Kamper yang dilaksanaken mengikati Dokumen
Pelnaksaneean Anggeran Dinas Komurnikastinionmanka dan
Permandian Kabupaten KRampar.



{2} Pade sast Peraturan Bupati inimulai berlaku, LPP Lokal yang
telah ditetaplean wajib menyesusikan dengan
RetentuenPeraturanBupatiini sampai LPP Lokal Gwara Kampar
dapat berdin sendiri.

EAEWI
KETENTUANPENUTUP

Pasal 41
Peraturan Bupati itd mulai berlal pede tanggal diundangkan,
ABBF setlap Orang menpétabuinya, rormeriniahkean pengundencan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kampar,

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tangpal 10 Januar aah

Pl, BUPATI KAM

CATUR, SUGENG 5

Divindangkan di Bangkinang
Pada tangeal i Jaen ae

SEERETARIS DAERAHEABUPATEN KAMPAR

Dee
YUERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 20195 NOMOR


